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ABSTRAK 

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari 

berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, maupun 

lainnya, pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan 

dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, 

sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah 

dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji 

bagaimana pelaksanaan izin terkait  PLTU Batang berdasarkan pada Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif Maṣlaḥah. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan 

berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah 

Kabupaten Batang dalam hal ini yang mengatur perizinan yaitu Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Desa dan Warga dari 3 desa, 

yaitu Ponowareng, Ujungnegoro dam Karanggeneng. Sedangkan data sekunder 

berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Sementara teori yang digunakan adalah teori 

maṣlaḥah.  

Hasil penelitian ini bahwa perizinan pendirian PLTU Batang sudah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang tahun 2011-2031, Karena sudah 

sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tentang pendirian PLTU Batang, seperti  

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 dan Pasal 43 yang Pasal-pasal tersebut merupakan inti 

pengaturan perizinan pendirian PLTU Batang. Hal ini sesuai dengan prinsip dari 

maṣlaḥah al-mula‟imah, yaitu maṣlaḥah yang meskipun tidak terdapat nash 

tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara‟ dalam lingkup 

yang umum (al- Uṣūl  al-Khamsah : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta). al-maṣlaḥah al-Garībah, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian 

syara‟ terhadapnya. 

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Tata Ruang Wilayah. Maṣlaḥah 
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MOTTO 

“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu 

kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan 

keinginan untuk berhasil” 

“GET RICH, BE SMART, BE SIMPLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Sa‟ Ś Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha‟  h (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad  es (dengan titik di bawah) ص

 Thad  de (dengan titik di bawah) ض

 Tho Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟  Zet (dengan titik di bawah) ظ

 in „ Koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G Ge dan ha غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah “ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Muta‟addidah ةدََمُتَعَدِّ

 Ditulis „iddah ةعِدَّ

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta‟ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata 

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, 

zakat dan sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah حِكمَْة

 Ditulis Jizyah جزِیَْة

 

2. Bila ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al‟ serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ‟Ditulis Karāmah al-auliyā ءلیِاَو أَلا ةُماكرََ

3. Bila ta‟ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan 

dâmmah ditulis t 

 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr لفْطِرِْاُةُُكاَز
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D. Vokal Pendek 

 

 

 

fatḥaḥ 

 

Kasrah 

 

ḍammah 

Ditulis 

 

Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

I 

 

U 

E. Vokal Panjang 

 

1 fatḥaḥ+alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah َّةیلِھَََِِجاَ 

 

2 

fatḥaḥ+ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تَنْسَى 

 

3 

Kasrah+ya‟ Mati Ditulis Ῑ 

 Ditulis Karīm كَریِمْ 

 

4 

ḍammah+wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis furūḍ وضفُرُ 

F. Vokal Rangkap 

 

1 
fatḥaḥ+ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis bainakum بَیْنَكُمْ 

 

2 
fatḥaḥ+wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul لقَوْ 
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G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

dipisahkan dengan tanda apostrof („) 

َأَ  1 نتُْمأ  Ditulis a‟antum 

 Ditulis La‟in syakartum تمْ كرْ ش       نئ ل 2

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur‟ān آنلقُْرْأََ

 Ditulis Al-Qiyās سلقْیَِاآ

2. Bila kata sandang Alīf+Lāmdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā ءلسَّمَاَاَُ

 Ditulis as-Syams مس َّشل ا

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang 

Disempurnkan (EYD) 

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

  Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah yang kemudian pelaksanaannya diganti dengan Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 memungkinkan bahwa setiap daerah berhak untuk mengurusi segala 

kebutuhan ataupun permasalahan daerah masing-masing, karena daerah berhak 

mengurusi urusan daerahnya sendiri yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi 

Daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi 

wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.23 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk  mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.
1

 Menurut Wayong, Otonomi Daerah adalah 

“kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah, 

dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan 

sendiri”.
2
 Salah satu hal dalam kepengurusan daerah adalah mengurusi suatu 

pembangunan di daerah tersebut. 

 

                                                             
1
 Yusnani Hasyimzum, dkk., Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: Rajawali Pres, 

2017)., hlm. 14. 

 
2
 J.Wayong, Asas dan Tujuan Pemeritah Daerah, (Jakarta: Endang, 1953)., hlm. 31. 
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  Terdapat pengertian pembangunan daerah, yang merupakan suatu usaha 

yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun 

kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi 

saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,sosial ekonomi dan aspek 

lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya 

disebut RTRW Kabupaten Batang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum 

dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang 

wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang 

wilayah kabupaten, penataan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten.
3
 

Lingkup wilayah RTRW daerah mencakup seluruh wilayah daerah yang 

meliputi ruang darat seluas 85.425,84 (Delapan puluh lima ribu empat ratus dua 

puluh lima koma delapan puluh empat) hektar yang terdiri dari 15 kecamatan, 

ruang laut, ruang udara, ruang di dalam bumi. 

Batas-batas daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan 

                                                             
3

 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah 

Kabupaten Batang tahun 2011-2031, Pasal 1  Ayat 20. 
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dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
4
 

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah 

kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi khsusunya bidang industri yang 

bertumpu pada sektor pertanian dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
5
 

Dalam hal pembangunan daerah di Batang terdapat Bangunan suatu 

Perusahaan Listrik Tenaga Uap atau yang disingkat PLTU. PLTU dibangun di 

desa Ujungnegoro-Roban, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa 

Ponowareng, Kecamatan Tulis,Kabupaten Batang. PLTU tersebut berkapasitas 2 x 

1.000 MV dan seluas kurang lebih 2.500.000 m (kurang lebih 250 hektar). 

Perusahaan tersebut dibangun oleh PT.Bhimasena Power Indonesia yang 

beranggotakan PT.Adaro Power, J-Power, dan Itochu. Pembangunan PLTU 

tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan suatu daerah 

khususnya daerah kabupaten Batang. Dalam hal ini Pembangunan PLTU terdapat 

dua lokasi, yaitu lokasi darat dan lokasi lautan. Lokasi daratan berada di Desa 

Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Sementara di lokasi 

lautan adalaha daerah kawasan laut Ujungnegoro. 

Dalam proses suatu pembangunan itu haruslah mempunyai suatu izin. 

Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. 

Pemerintah dilekati wewenang untuk membuat peraturan. Peraturan tersebut 

                                                             
4
 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). 

 
5
 Pasal 4. 
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dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, artinya ketika suatu kegiatan tertentu 

mengingikan suatu pengaturan, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan, 

yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh organ yang berwenang, 

sehingga lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud 

dengan peraturan perundang-undangan disini adalah setiap putusan tertulis yang 

dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang 

mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan cara yang berlaku, salah 

satunya dengan pemberian izin.
6
 

Izin terdapat beberapa macam jenisnya, tetapi penulis hanya membahas 

mengenai izin lokasi. Dalam rangka pengaturan penanaman modal telah 

ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya izin lokasi sebelum suatu 

perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana 

penanaman modalnya, atau dengan kata lain izin lokasi merupakan persyaratan 

yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahan akan memperoleh tanah dalam 

rangka penanaman modalnya. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan 

dan mengendalikan perusahan dalam rangka memperoleh tanah mengingat 

penguasan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan 

penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan 

dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. 

 

                                                             
6
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Bandung: Alumni, 1993)., hlm. 13 
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B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana pandangan maṣlaḥah terhadap perizinan pendirian PLTU 

Batang ?  

2. Bagaimana pelaksanaan perizinan PLTU Batang berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif Maṣlaḥah ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan maṣlaḥah terhadap perizinan 

pendirian PLTU Batang. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perizinan PLTU Batang 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif 

Maṣlaḥah. 

2. Kegunaan  

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat 

dipetakan menjadi dua aspek, yaitu: 
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a. Secara Teoritis 

Penelitian ini  diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang 

perizinan yang menyangkut tata ruang dalam aturan wilayah di Kabupaten 

Batang Jawa Tengah dan menambah khazanah keilmuan bagi dunia 

akademik sehingga dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian 

yang sama pada waktu mendatang. 

b. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah   

wawasan khususnya dibidang kebijakan tentang aturan pendirian PLTU 

Batang agar dapat menjadi pandangan yang baik untuk kemaslahatan 

masyarakat. 

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh strata satu dalam  

program studi Hukum Tata Negara. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang 

membahas mengenai Perizinan PLTU Batang Berdasar Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 

2011 – 2031 cukup banyak sebagai objek bahan penelitian. Namun, untuk 

mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha 

meninjau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek 

penelitian ini, diantaranya: 
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Misyanto dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten 

Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)” Pelaksanaan 

perizinan usaha pertambangan pasir batu di Kabupaten Batang belum sepenuhnya 

sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2011, ini terbukti dengan pejabat pemerintah 

daerah pemberi wewenang dalam memberikan/menerbitkan izin tidak 

memperhatikan  perda tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Seperti data 

penerbitan izin untuk tahun 2011-2012 dari BPMPT tidak sesuai dengan peraturan, 

IUP pasir batu dalam izin tersebut diberikan, padahal lokasi tidak diperuntukkan 

untuk pertambangan pasir batu. Selain itu banyak kegiatan pertambangan liar atau 

tanpa izin oleh masyarakat di lapangan, baik itu di wilayah yang diperuntukan 

untuk pertambangan maupun di luar wilayah peruntukan Pertambangan.
7
 

Amirudin Rohmat menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya rerhadap 

Tata Ruang di Kabupaten Batang” mengenai pengaturan dalam pengajuan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dimana terdapat dua variable yang terkait satu sama 

                                                             
7
 Misyanto, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan 

Galian C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”, Skripsi, Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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lain yakni IMB dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dijelaskan juga masyarakat 

belum sadar dengan melaksanakan izin mendirikan bangunan.
8
 

Suhadi dalam Jurnal yang berjudul “Dilema Kebijakan Pelindungan 

Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik 

(Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten 

Batang). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan 

perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang 

adalah melakukan perubahan status kawasan dan area/zona kawasan konservasi 

laut daerah. Kawasan konservasi laut daerah berubah menjadi kawasan pesisir dan 

pulau-pulau kecil (KP3K) dengan jenis taman pesisir. Dinamika proses perubahan 

kawasan konservasi laut daerah menjadi taman pesisir memperlihatkan adanya 

dilema kebijakan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Batang. 

Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi laut daerah 

Ujungnegoro Roban di Kabupaten Batang berimplikasi pada dapat digunakannya 

sebagian wilayah darat dan laut di kawasan tersebut untuk pembangunan PLTU 

Batang. Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi  laut daerah, 

menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang membuat kebijakan yaitu 

memberikan Izin Prinsip dan Izin Lokasi kepada PT. Bhimasena Power Indonesia 

dalam rangka mendukung proyek nasional di bidang ketenagalistrikan yang 

berada di Kabupaten Batang. Tujuan dari kebijakan ini adalah memenuhi 

                                                             
8

 Amirudin Rohmat, “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan 

Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 
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kebutuhan listrik nasional melalui penambahan kemampuan dan kapasitas 

pembangkit listrik.
9
 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditulis di atas, penyusun belum 

menemukan penelitian yang membahas tema Perizinan PLTU Batang Berdasar 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031, meskipun demikian beberapa karya di atas 

akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisis nantinya.  

E. Kerangka Teori 

Penelitian yang baik membutuhkan kerangka teori yang mampu 

dijadikan alat analisis dalam menghadapi sebuah kenyataan atau permasalahan 

untuk mencapai hasil akhir sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori maṣlaḥah.. 

Kata al-maṣlaḥah adalah sama seperti lafadz al-manfa‟at yang memiliki 

arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat dasar. Keduanya 

memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta 

mencengah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.
10

  

Imam Al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan 

dengan tujuan syara‟, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, 

karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak 
                                                             

9
 Suhadi, “Dilema Kebijakan Pelindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Upaya 

Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di 

Kabupaten Batang)”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, april 2018. 

 
10

 Rachmat Syafi‟e, “Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN”, PTS (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2010)., hlm. 117. 
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syara‟, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, 

yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan 

tujuan syara‟, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan 

yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut 

Al-Ghazālī adalah apabila: 

a). Maṣlaḥah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟ 

b). Maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara‟ 

c).Maṣlaḥah itu termasuk kedalam kategori maṣlaḥah yang dhoruri, baik yang 

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu 

berlaku sama untuk semua orang.
11

 

Pada prinsipnya Maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟. Imam ghazali 

memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara‟, 

sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, Karena kemaslahatan 

manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara‟, tetapi sering 

didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para 

wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut 

mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan 

ini tidak sejalan dengan kehendak syara‟, karena tidak dinamakan maslahah. Oleh 

sebab itu menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan 

                                                             
11

 Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maṣlaḥah Dalam Paradigma Pemikiran 

Hukum Islam Kontemporer,” Jurnal istinbath, Vol. No.1, (Desember 2013)., hlm. 291. 
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kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara‟, bukan kehendak dan tujuan 

manusia. Tujuan syara‟yang hanya dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang 

melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek 

tujuan syara‟ tersebut,maka dinamakan Maṣlaḥah 
12  

Kelima aspek tujuan syara‟ 

itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup 

aman dan sejahtera.
13

 

F. Metode Penelitian 

Dalam proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan 

untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian 

tersebut bisa terselesaikan. Maka, dari itu, penyusun akan menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari 

data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.  Penyusun berusaha mencari 

data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana perizinan pendirian PLTU 

Batang. 

 

2.   Sifat Penelitian 

                                                             
12

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996.), hlm. 144. 
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 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010)., hlm. 425. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data 

tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai 

masalah yang ada.
14

 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis 

naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031. 

Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat penerapan dari 

Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif Maṣlaḥah. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.
15

 

Penyusun mengadakan Tanya jawab dengan para informan , yaitu di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP). Kepala Desa 
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Alfabeta, 2008)., hlm. 105. 

 
15

 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)., hlm. 64. 
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dan warga Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng. Pengambilan data 

wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun 

berdasarkan kepentingfan masalah yang diteliti. 

b. Observasi 

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh 

penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan 

Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Batang Tahun 2011 – 2031. Observasi dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) dan 3 desa meliputi Desa 

Karanggeneng, Desa Ponowareng dan desa Ujungnegoro. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data 

tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.
16

 Disini penyusun bermaksud 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

d. Kepustakaan 

Kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah buku-buku, 

jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1994)., hlm .34. 
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5. Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data 

secara kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif. 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data 

secara kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif. 

a. Metode deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang 

diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu 

pendapat yang khusus.
17

 

b. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang 

bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan 

persoalan yang bersifat umum.
18

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub 

bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam 

memahami alur penelitian, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian 

ini dan membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan 

terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989)., hlm. 36-37. 

 
18

   Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Ed. 1, cet. 5, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1995)., hlm. 20-21. 
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penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian umum dan jenis analisis 

teori Maṣlaḥah. 

Bab Ketiga, menerangkan tentang gambaran umum terkait penelitian 

yang membahas mengenai Analisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 

terkait Perizinan Pendirian PLTU Batang. 

Bab Keempat, merupakan Analisis Maṣlaḥah terhadap kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengenai perizinan pendirian PLTU 

Batang 

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran 

adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.



 
 

66 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam perizinan 

pendirian PLTU Batang dinilai sudah tepat. Terbukti dengan Pasal-pasal yang 

mengaturnya yaitu Dalam Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dari penataan ruang, 

tujuan diatas menjelaskan tentang investasi khususnya di bidang industri yang 

mana industri disini yang dimaksud adalah industri PLTU Batang, yang sesuai 

dengan penjelasan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Batang, PLTU Batang diharapkan mampu menarik 

Investor-investor baik investor dari dalam negeri maupun dari Luar Negeri, dan 

dapat dibuktikan dengan Investor yang masuk yaitu seperti PT Bhimasena, PT 

Itochu dan yang lainnya, dan PLTU Batang sendiri diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan Listrik untuk daerah Jawa – Bali, bahkan PLTU Batang ini merupakan 

PLTU terbesar se Asia Tenggara bahkan Asia, Pasal 5 menjadi salah satu alasan 

dari diberikanya izin pendirian PLTU Batang, dalam Pasal 6 sudah cukup jelas 

tentang kebijakan Penataan Ruang dan salah satunya yaitu untuk pengembangan 

kawasan budidaya untuk pemanfaatan kawasan peruntukan industri, dari 

penjelasan diatas PLTU Batang merupakan wujud dari pengembangan kawasan 

industri yang diwujudkan dan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dan ini 

sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Huruf U, industri yang dimaksud adalah 

industri PLTU, dan diperjelas dan diatur strategi Penataan Ruangnya yang berada 

dalam Pasal 7 Ayat (22) Yaitu: (22) Strategi pengembangan kawasan budidaya 
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untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u, meliputi: a.  menetapkan deliniasi 

kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung 

lingkungannya; b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar 

kawasan peruntukan industri yang ditetapkan; c. memberikan insentif terhadap 

kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan 

peraturan. Selanjutnya yaitu Pasal 19 mengatur tentang Pengembangan Energi 

Alternatif yang diperuntukkan untuk pembangunan  PLTU Batang yaitu 

dikawasan Industri Ujungnegoro yang mana Ujungnegoro sendiri merupakan 

salah satu wilayah yang terdampak pendirian PLTU, Jadi adanya pendirian PLTU 

tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Pasal 19 Ayat (4) Huruf 

A. dan Pasal 43 tentang tempat – tempat yang diperuntukkan industri, wilayah 

yang diizinkan untuk industri besar dalam hal ini yaitu Industri PLTU Batang, 

tempat tersebut yaitu di Desa Ujungnegoro di Kecamatan kandeman dan 

Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Hektar, 

yang sesuai dengan izin yang diberikan dari Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. 

Jika kita lihat dari isi peraturan daerah tersebut dengan prinsip maṣlaḥah 

dapat disimpulkan selaras. Karena isi dalam landasan dalam peraturan tersebut 

memuat kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia 

di dunia dan di akhirat yaitu Al-Maṣlaḥah Al-Mula‟imah, yaitu maṣlaḥah yang 

meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan 

tujuan syara‟ dalam lingkup yang umum (al- Uṣūl  al-Khamsah; memelihara 
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). al-maṣlaḥah al- Garībah, yaitu yang 

sama sekali tidak terdapat kesaksian syara‟ terhadapnya, baik yang mengakui 

maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara‟. 

Dengan seiringnya waktu kehidupan alam dalam pandangan agama islam berjalan 

di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar 

pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Manusia disini 

diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya 

sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk 

memikirkan dan  bertindak untuk kemaslahatan umat, seluruh manusia yang  

berpijak di muka bumi ini. 

 

B. Saran 

Berdasar  pembahasan dan analisis yang kemudian ditarik dalam bentuk 

beberapa kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu) 

Kabupaten Batang lebih meningkatkan pelayanannya agar pelayanan yang 

diberikan semakin lebih baik kedepannya, dan tetap memberikan sesuatu izin 

sesuai dengan Perda yang berkaitan. 

2. Sebaiknya dinas yang terkait berkoordinasi dengan baik dengan Kepala 

Desa/Pemerintahan Desa, agar Pemerintahan Desa paham dengan izin yang 

diberikan oleh DMPTSP. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi Kepada 

Masyarakat tentang pentingnya izin indsutri PLTU batang dan pentingnya 

penataan ruang karena bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih tertib, 



69 

 
 

 

 

indah, aman dan nyaman. Dan diharapkan masyarakat paham dengan adanya 

pendirian PLTU Batang. 

3. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan tugas bermasyarakatnya dengan 

tetap melakukan kegiatan gotong royong dan sosialisasi yang seperti sebelum 

adanya0pendirian0PLTU0Batang.
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